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MOTTO 

“Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan, 

Hanya tidak ada sesuatu yang mudah” 

-Napoleon Bonaparte- 
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ABSTRAK 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan tugasnya menjaga 

pertahanan negara harus memiliki jiwa disiplin yang tinggi dan bertugas sesuai dengan 

perintah dan aturan yang berlaku. Namun, sering dijumpai pula anggota TNI yang 

melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin maupun tindak pidana, salah satu kasus yang 

sering ditemui adalah kasus perzinahan yang melibatkan warga sipil maupun sesama 

anggota TNI yang berujung pada pemecatan bagi anggota TNI yang menjadi pelakunya. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pemecatan 

Dinas Militer Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Perzinahan” yang bertujuan, 

pertama untuk mengetahui bagaimana proses penerapan hukum bagi anggota TNI yang 

melakukan tindak pidana kesusilaan berupa perzinahan. Kedua, untuk menganalisis sanksi 

hukum berupa pemecatan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh 

anggota TNI. Sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer ini diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang merupakan hukum pidana khusus 

karena hanya berlaku untuk anggota militer saja. Penjatuhan sanksi terhadap anggota TNI 

yang terbukti melakukan tindak pidana perzinahan ini adalah bentuk pertanggungjawaban 

hukum sehingga dapat menjadi bukti ketegasan aturan-aturan hukum yang berlaku 

terutama dalam lingkup militer. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis 

penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif – kualitatif, yaitu 

dengan melakukan studi bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk 

diteliti dengan cara melakukan pemahaman terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, Pertama : 

bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan berupa perzinahan akan 

diproses dalam Peradilan Militer sesuai KUHPM sebagai hukum materiilnya dan Hukum 

Acara Peradilan Militer sebagai hukum formilnya. Dalam peradilan militer terdapat organ-

organ atau Lembaga khusus yang berwenang dalam menangani perkara di lingkup militer 

dan alur persidangan yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer. Kedua : Sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer 

dijatuhkan kepada anggota TNI yang dianggap sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan 

dalam dinas militer, pemidanaan ini bertujuan untuk memberi efek jera bagi anggota TNI 

untuk tidak melakukan pelanggaran dalam masa dinasnya terutama pelanggaran kesusilaan 

yang melibatkan sesama pihak yang termasuk dalam Keluarga Besar TNI, penjatuhan 

pidana ini berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam Pengadilan Militer dan juga 

dapat melalui Administrasi Prajurit di Kesatuannya. 

Kata Kunci : Proses Hukum Pidana Militer, Pemecatan Dinas Militer, KUHPM 
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ABSTRACT 

The Indonesian National Army (TNI) in carrying out its duties to maintain 

the country's defense must have a high spirit of discipline and serve in accordance 

with applicable orders and rules. However, there are also often TNI members who 

commit disciplinary violations and criminal acts, one of the cases that are often 

encountered is cases of adultery involving civilians and fellow TNI members which 

result in the dismissal of TNI members who are the perpetrators. Based on this, the 

author is interested in conducting research with the title "Dismissal of Military 

Service Against TNI Members Perpetrators of Adultery Crimes" which aims, first, 

to find out how the process of applying the law for TNI members who commit 

criminal acts of decency in the form of adultery.  Second, it isto analyze legal 

sanctions in the form of dismissal of perpetrators of moral crimes committed by 

members of the TNI.  This additional criminal sanction of dismissal from military 

service is regulated in the Military Criminal Code (KUHPM), which is a special 

criminal law because it only applies to members of the military. The imposition of 

sanctions on TNI members who are proven to have committed the crime of adultery 

is a form of legal responsibility so that it can be evidence of the firmness of the 

applicable legal rules, especially within the military sphere. 

The research method used in this thesis research uses a type of normative 

juridical research  with an approach that hasa descriptive – qualitative nature, 

namely by conducting a study  of pustaka material or secondary data as a basic 

material to be researched by understanding the regulations and literature relevant 

to the problem under study.   

Based on the results of the research that has been carried out, it can be 

concluded, first : for members of the TNI who commit criminal acts of decency in 

the form of adultery will be processed in the Military Court in accordance with the 

Criminal Code as the material law and the Procedural Law of military justice as 

the legal law. In military courts, there are organs or special institutions that are 

authorized to handle cases in the military scope and the flow of trials that have 

been determined in Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. Second : 

Additional criminal sanctions for dismissal from military service are imposed on 

members of the TNI who are considered no longer fit to be maintained in military 

service, this punishment aims to provide a deterrent effect for TNI members not to 

commit violations during their service, especially violations of decency involving 

fellow parties belonging to the TNI Big Family, this criminal conviction is based 

on the consideration of a panel of judges in the Military Courts and  can also go 

through the Soldier Administration in his Unit. 

Keywords : Military Criminal Law Process, Dismissal of Military Service, 

KUHPM 
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